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BAD IV 

PENUTUP 

Peraturan perundang-undangan sebagai acuan / dasar bagi terlaksananya 
kepentingan semua pihak tentu tidak lepas dengan konsekuensi hukwnnya. Para 
pihak dituntut lOoara fair dan .portif dala.m melakaanakan katantuan..btantuan 
hukum yang ada. 
Maka diakhir penulisan skripsi kami kali ini ada beberapa hal yang dapat 
disimpulkan. yaitu : 
1. 	 Bcrkait denagn kebebasan berserikat bahwa dalam mngka mewujudkan 
hak dan kebeasan berorganisasi bagi buruh melalui upaya pembentukan 
serikat buruh dewasa ini, dengan adanya Undang-undang No. 21 tahun 
2000 tentang Serikat Buruh telah mengupayakan perubahan terhadap 
tatanan demokrasi industri agar tumbuh schat dalam rangka mewujudkan 
hubungan industrial yang sehat . Pengaturan kebebasan berorganisasi bagi 
buruh dalam UU No. 21 tahun 2000 khususnya. maupun peraturan 
perundang-undangan lainnya tentang hak dan kebebasan berorganisasi 
telah mengupayakan perbaikan terhadap nasib buruh secara bertahap. 
Pasnl-pasnl dalam UU no. 21 tahun 2000 maupun melalui Kcpmenaker I 
Pennenaker yang ada menjamin sepenuhnya kebebasan berorganisasi 
bagi para buruh, memberi pcrlindungan hukum terhadap kemungkinan 
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muneulnya intervensi dari pihak-pihak yang tidak menginginkan 
tumbuhnya demokrasi industri bumh seeara sehat. 
2. 	 Berkait denbran pelaksanaannya. UU No. 21 tahun 2000 sebagai aeuan 
bagi perwujudon kebebasnn berorganisnsi bagi buruh membuwa 
konsekuensi hukum tertentu bagi para pihak untuk menaatinya dan 
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan hukumnya. Para pihak disini 
diharapkan mampu mengakomodasikan kepentingan dan menggunakan 
hakny. maatng-muins lesuai clonann norma hukum ya.na udAL IIObib I'lis! 
I kepentingan yang mendasari munculnya hak·hak itu diharapkon bisa 
terpenuhi. Peran pemerintah melalui pengawas dan. aparat hukum 
sangatlah penting guna mertiaga, mengontrol serta membina mereka ( 
buruh ) dalam rangka mewujudkan demokrasi didalam hubungan 
industrial, khususnya berkait (kllgan keberadaan Serikat Pckcrja. 
SARAN 
Koridor hukum bagi terwujudnya hak dan kebebasan berorganisasi serta 
berunding bersama harus sepenuhnya dibuka walaupun secara bertahap agar 
tatanan demokrasi industri tumbuh seeara alamiah. Pemerintah melalui organ­
organ pengawas dan pembentuk peraturan perundang-undangan yang ada 
diharapkan jeli dalam melihat perkembangan kondisi perburuhan yang ada 
khususnya dalnm hal ini menyangkut Serikat Buruh. Pemerintah harus segern 
rneratifikasi bcrbagai Konvensi ILO, khususnya menyangkut kcbebasan 
bcrserikat dan meneabut seluruh regulasi yang bertentangan dengan konvensi itu. 
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